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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terjadinya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh masyarakat terhadap 

lahan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi dikarenakan 

adanya kelemahan dalam aspek hukum dan administrasi. Dalam 

implementasinya, pemecahan masalah terhadap tindak pidana 

penyeronbotan tanah juga terhambat oleh aspek administrasi, seperti 

tidak lengkapnya dokumen pertanahan, tidak konsistennya data dalam 

peta bidang, serta lambannya proses sertifikasi ulang tanah milik 

pemerintah. Selain itu, ketentuan pidana dalam Pasal 385 KUHP masih 

dinilai kurang memberikan efek jera karena proses hukumnya sering kali 

berlarut-larut dan tidak berujung pada pemidanaan. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyerobotan tanah rumah 

sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi antara lain : 

a. Lemahnya koordinasi antarinstansi, terutama antara Pemerintah 

Daerah, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan Badan 

Pertanahan Nasional. 

b. Kurangnya komitmen dalam menindaklanjuti putusan hukum yang 

telah berkekuatan hukum tetap. 

c. Adanya kekosongan atau kekaburan hukum yang menyulitkan proses 

pembuktian dalam perkara pidana penyerobotan tanah milik 

pemerintah. 
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d. Ketiadaan tindakan represif terhadap pelaku, meskipun bukti dan 

dasar hukum sudah tersedia. 

3. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah melakukan beberapa upaya 

dalam menangani tindak pidana penyerobotan tanah Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Bukittinggi oleh masyarakat anggota kaum suku Guci 

Mandiangin Koto Selayan. Upaya tersebut meliputi jalur mediasi, 

pelaporan kepada Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, serta penyampaian 

dokumen-dokumen hukum yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap. 

Efektivitas penegakan hukum terhadap kasus ini terhambat oleh berbagai 

faktor, seperti minimnya kesadaran hukum masyarakat terlapor, 

lemahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai pelapor, lambannya 

respons dari lembaga penegak hukum, serta belum terbangunnya sinergi 

lintas sektor antara institusi terkait. Selain itu, ketidaktegasan hukum 

terhadap pelaku penyerobotan menyebabkan tidak adanya efek jera dan 

justru memberi ruang bagi pelanggaran hukum serupa untuk terus terjadi. 

Ketiadaan sanksi yang tegas dan ketidaksesuaian antara hukum 

administrasi negara dengan hukum pidana dalam penanganan kasus 

pertanahan, khususnya yang menyangkut aset milik pemerintah, 

menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara ini belum berjalan 

sebagaimana mestinya. Akibatnya, pelayanan publik bidang kesehatan 

yang seharusnya bisa dioptimalkan melalui pembangunan RSUD Kota 

Bukittinggi menjadi terganggu dan terhambat secara signifikan. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, dikemukakan beberapa saran yang 

diharapkan dapat menjadi konstribusi pemecahan masalah tindak pidana 

penyerobotan tanah milik Pemerintah Kota Bukittinggi, Sebagai berikut : 

1. Peningkatan Sinergi Antarlembaga 

Pemerintah Kota Bukittinggi perlu membentuk tim terpadu yang 

melibatkan kepolisian, BPN, dan dinas terkait dalam menyelesaikan 

kasus penyerobotan tanah milik pemerintah. Sinergi antarlembaga harus 

ditingkatkan untuk mempercepat tindak lanjut tindak lanjut tindak pidana 

penyerobotan tanah dan memperkuat posisi pemerintah sebagai pihak 

yang sah atas tanah tersebut. 

2. Penguatan Bukti Kepemilikan dan Legalitas Tanah 

Perlu dilakukan percepatan proses penegakan hukum tindak pidana 

penyerobotan tanah milik Pemerintah Kota Bukittinggi serta pembaruan 

dan pemutakhiran dokumen pertanahan. Langkah ini penting untuk 

memperkuat posisi hukum dalam menghadapi tindakan penyerobotan 

tanah. 

3. Reformasi Regulasi dan Penegakan Hukum 

Pemerintah pusat perlu meninjau ulang ketentuan Pasal 385 KUHP agar 

lebih responsif terhadap permasalahan penyerobotan tanah, khususnya 

yang berkaitan dengan aset milik negara atau daerah. Selain itu, aparat 

penegak hukum harus proaktif dalam menggunakan perangkat hukum 

lain yang relevan, seperti UU Tipikor jika ditemukan unsur kerugian 

negara. 
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4. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat 

Penting dilakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya 

menghormati hak atas tanah, serta bahaya dan sanksi pidana atas 

tindakan penyerobotan. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah konflik 

agraria di masa mendatang. 

5. Tindak Tegas terhadap Pelaku 

Aparat penegak hukum perlu segera melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap para pelaku penyerobotan tanah setelah adanya 

putusan pengadilan yang sah. Penundaan atau pembiaran justru akan 

menciptakan preseden buruk terhadap supremasi hukum dan merugikan 

keuangan serta aset daerah. 
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